WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 41
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dalam
tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan yang meliputi
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/
kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi
dan kelompok sasaran kegiatan serta perubahan
kerangka keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 968);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 27);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor
126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 Nomor 144);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota
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Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 41);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 41
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 41
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2020, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.
Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 September 2020
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 45
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Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor
Tanggal
Tentang

44 Tahun 2020
4 September 2020

: Perubahan Atas Peraturan

Walikota Padang Panjang Nomor
41 Tahun 2019  Tentang
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2020



